BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR {8 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab,
serta dalam rangka memperbaiki pola penyerapan anggaran
yang didukung oleh penerimaan daerah yang optimal perlu
mengatur mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah
daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, mekanisme pengelolaan anggaran kas diatur
dalam Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b,
maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme
Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

S. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 5049);

8. Undang-Undang . . .
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

18. Peraturan .
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh
Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun

2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat
Nomor 195);

28. Qanun. ..
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28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Barat (Lembaran Kabupaten Aceh .Barat Tahun 2016 Nomor 3
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180)
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh
Barat Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Kabupaten
Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN
ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang
dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil. | . v

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut
Pemerintah  Kabupaten adalah  unsur penyelenggara

pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat
Daerah Kabupaten Acenh Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh
Barat.

S. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat »
SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah

Kabupaten Aceh Barat yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

9. Kuasa. ..
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Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
untuk mengatur Kketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan APBK dalam setiap periode.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan
SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar
penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan
APBK.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan ini sebagai pedoman penyusunan anggaran kas
pemerintah kabupaten dalam rangka mengatur ketersediaan
dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA Perangkat
Daerah yang telah disahkan.

Untuk mewujudkan mekanisme pengelolaan anggaran kas
Pemerintah Daerah yang tertib.

BAB III
TATA CARA PENGELOLAAN ANGGARAN KAS
Pasal 3

nggaran Kas Pemerintah Kabupaten memuat perkiraan arus
kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan
arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang

cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap
periode.

Anggaran kas pemerintah kabupaten berisi perkiraan realisasi
penerimaan daeral’ .an rencana pengeluaran daerah setiap
bulannya yang . 'nya bersumber dari kompilasi dan
sinkronisasi anggar:  kas SKPK.

Penyusunan perkir: 1 arus kas masuk pada anggaran kas
pemerintah  kabup. :n, dihitung berdasarkan rencana
penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana
penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan
waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPK dan
anggaran kas SKPK.

(4) Hasil . . .
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Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek
pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam
dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran
pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun
dan rencana penerimaan setiap bulan.

Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas
pemerintah kabupaten, dihitung berdasarkan rencana belanja
per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu
pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPK dan anggaran kas
SKPK serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan
serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya
berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.

Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek
belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam
dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran
belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan
rencana pengeluaran setiap bulan,. -

Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan
sebagai dasar penyusunan SPD.

Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam tahapan
penyusunan anggaran kas adalah:

a.

(1)

(2)

(3)

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah
kabupaten untuk mengatur ketersediaan dana dalam
mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana
yang tercantum dalam DPA-SKPK.

'PKD selaku BUD menetapkan Anggaran Kas dan SPD.

Kuasa BUD menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan

menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala
SKPK untuk ditetapkan oleh BUD.

Kepala SKPK selaku PA menyusun anggaran kas SKPK.

BAB V
LANGKAH-LANGKAH TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN KAS
Pasal 5

Kepala SKPK menyusun Anggaran Kas SKPK berdasarkan DPA-
SKPK dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

Kepala SKPK menyampaikan Anggaran Kas SKPK kepada

Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPK
disahkan.

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas Anggaran Kas SKPK

paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari
SKPK.

(4) Kuasa . . .
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Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPK
dengan menggunakan instrumen verifikasi.

Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah
diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah
kabupaten antara lain:

a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPK; dan

b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana
penarikan dana dalam DPA-SKPK.

Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas
pemerintah kabupaten kepada PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas
pemerintah kabupaten yang disampaikan Kuasa BUD paling
lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas
pemerintah kabupaten diterima.

Pasal 6

Format Penyusunan Anggaran Kas sebagaimana tercantum pada

Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulabgh
pada tanggal _8 _ApnL 2021 M
/l’s' sya’ban 1442 H

7 BUPAT] ACEH BARAT,

|

|
MLI. MS

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal

4 Apnl. 2021 M

25 sya,ban, 1442 H

SEKRETARAS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: {§



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT

NOMOR  TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 .

KABUPATEN ACEH BARAT
ANGGARAN KAS

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH ) I o ) ) ~ T _ N R
1) Hasil Pajak Daerah T _ SR IR A | I IR R T
_ e (2) Hasil Retribusi Daerah e R " o O - 1 o j_ R S
L (3)_Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan B | R e I e e U T

(3) Zakat I IS [T AR A Y MU R R

{S) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Dipisahkan e L . L . | 1 B . ) I . o

2. | PENDAPATANTRANSFER _ | 1 = IR R B ISR [ O IR D

o a. Dana Perimbangan = . 1 . . . N S 1 I I . ISR S

_ 1) Dana Alokasi Umum . i r__‘ [ U R AU S SN I DR A i N
2) Dana Alokasi Khusus L_ I .

Dana Insentif Daerah

b.
| ... __Jc. DanaOusus e _ 1. JUE IR NI I ESUUR A USSR AU SR E— ;
d. Dana Desa _ R . . i _ _ _ B R _ _ _ )
- ... _le._Pendapatan Bagi Hasii SIS ISR U PO IS R N R .
3. . . _|PENDAPATAN LAIN YANG SAH L o 1 1 . 1 I D - R .
___l.. ____ . _Ja._Pendapatan Hibah o I . B - - e L - _ . B .
o b. _Lain-lain Pendapatan Daerah yang ; Sah I IR P . ~ s _ _ . . _ | . R R e 4 o
Jumlah Pendnpntm dan Penerimaan Pembiayaan
Jumlah Alokasi Kas yang Tersedia untuk Pengeluaran
ﬂo&ui’?hnja dan Pengeluaran Pembiayaan S [N (USRI AR RS S S N B A
4. [ 7 JBELANJA OPERASI SO RS MR ISR (N RN NN SRR RS DR AU S R F
i L a. Belanja Pegawai _ L B B e . R » . . _ _ 1 N )
i o b. Belanja Baragg_g_an Jasa o R I I o 1. . B _ B
. ~ _____|c._Belanja Subsidi e . N . 1 . _ _ e |
L _  _ __|d. Belanja Hibah B o . o . I T L 1. . e =
a e.  Belanja Bantuan Sosial SRR IR RV NN NUUSRN AR I S ; o R . _
S. | BELANJA MODAL R T A _“-__5 - R _ I I P T
(6. | BELARJA TIDAK TERDUGA B R T A T R L ) - I .
7. | " |BELANJA TRANSFER - ] T ~ ] o 1 1 R ’
a. Belanja Bagi Hasil T R 1. N P R R e T B e I 1

b. Belanja Bantuan Keua;g; i
Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Per Bulan

Jumlah Alokasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Per Triwulan

Sisa Kas (jumlah kas yang tersedia untuk pengeluaran setelah dikurangi
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Per Triwulan)

Meulaboh, ........tanggal.........
Disiapkan oleh,
BUD/KUASABUD ....ccceeeverreennnnnee R

Nama......[....\.

NIP.

7 BUPATI ACEH BARAT, /\°

Ars AN



LAMPIRAN Il
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR  TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN ACEH BARAT

SKPK .
ANGGARAN KAS SKPK

TAHUN ANGGARAN ......cicceeennnnne

Jumlah Triwulan I Triwulan II Triwulan I Triwulan IV
No Kode Urata An (Rp.) (Rp.) (Rp.) ®p.) uP/GU| LS
. Rekening n ggaran : ” TU
{Rp) Jan Feb Mar Apr Mei Jua | Jul Agt Sep Okt Nov | Des
Rekapan Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan N _ _ . _ I T P
1. oo _ |PENDAPATANASLIDAERAH . B ~ . o R o e . o
n (1) Hasil Pajak Daerah R . . . _ ) o
- (2)_Hasil Retribusi Daerah o N 1. R I _ N
(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan B U b i I B I B SR A
b _la zakat . 1. ] o —J_ R I
T {5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Dipisahkan o _ I R A L AT R I
2. DANA PERIMBANGAN [ B N DS R U D S AN NN N RN N R I
. a. Transfer Umum. . L N R R U AU R 4 ] N .. . B
I Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan ] . _“r o U P e |
o _ Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan__ R 1 ) Yoo N
1. e Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan BagiRata I 1. _ R R | 7 T I PR . R B —_
N e Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya ~ I -4 S 1. o ] _ ~ .
N - Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi T B _ i i ) 1 ~ _
. o __Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1 o } N o 1 " S R
I o Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan S O R R P I § I R )l | O S
SR SR, Bagi Hasil Dari luran Tetap {Land-Rent) R £ _ I R A . _ e . I R I I
I Bagi Hasil Dari furan Eksplorast dan luran Eksploitasi (Royalti) | Ao S P N R A I o L _
R Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan I e I P e D e T R I e T e )
- Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi o = 1 o I N O A T I A A T N o
N Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi D S I I [ 1. A4 b s B .
N Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi N R R 1 D R SUNURUTY N A PR A A R B
Dana Alokasi Umum . _ _ I R - N N R
j_ oo —_ _Ib. Transfer Khusus L e e e _ e o oy e A :_— .
e Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD . | R e Y I I I o
N o Dana Tunjangan ProfesiGuru o e - [ D | o ~ e _ '_ I I B
. Dana Tambahan PenghasilanGure =~~~ o I I I B . B L
. .1 _ Tunjangan Khusus Guru e N S S ~ . | . i I - . :
_ Bantuan Operasional Kesehatan ~ I N o - N 1. e T S IR N
o e Akreditast Puskesmas I N B e R I A S R DU N N o _ - )
e Jaminan Persalinan U e 4 O NENRR FERUR A EE I N N . 4
Bantuan Operasional Keluarga Berencana _ R I I ~ o N . ] i
] __ Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan SO ~ S o e R . . 1. ~
-l _1.. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan | SO WS AU SN AR N - - . - _ e - - _
S - | _Pengawasan ObatdanMakapan . . = . __ .} S - SRS TS - B S — | R




a. Pendapatan Hibah

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah Pendapatan Dacrah

Jumlah Roncana Pondapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan Per Bulan

Jumlah Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembilayaan Per Triwulan

Rekapan Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per DPA-SKPK

No. DPA-SKPK [Sub Kegiatan
4. BELANJA DAERAH . B
_ BELANJA OPERASI _ B D | -
1 a. Belanja Pegawai o I 1 B j-rﬂ _-‘L - -
_ b. Belanja Barang dan Jasa . _ . N N R _" - N - - )
. c. Belanja Subsidi e [ I ___,J__ I __ _— I _ I D
. d. Belanja Hibah o e . el b ] |
- e. Belanja Bantuan Sogial ____ " T . S P 1 1 N AR
s. ) _|BELANJA MODAL ] o . , T
6. | BELANJA TIDAK TERDUGA o . ] | I D N R Y T
7. BELANJA TRANSFER _ 1T T R ) A R
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per Bulan
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per Triwulan
Meulaboh, ........ tanggal.........

Disiapkan oleh,
Kepala SKPK ........cccccie. R




PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jin. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

= BANDA ACEH 23144
Nomor : 180/ 2094 Banda Aceh, 16 Maret 2021
Sifat : Segera 2 Sya’ban 1442
Lampiran :-
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Yang Terhormat,
Bupati Aceh Barat tentang Pedoman Bupati Aceh Barat

Pengelolaan An S —— di-

Meulaboh

I. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 102/11/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal
Mohon Fasilitasi Peraturan Bupati Aceh Barar, bahwa terhadap rancangan Peraturan
Bupati Aceh Barat tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah
Kabupaten Aceh Barat telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan
perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagai berikut:

a. Dasar hukum angka 29 dan angka 30 disarankan agar dihapus mengingat Peraturan
Bupati ini tidak dibatasi untuk Tahun Anggaran 2021;
b. DNasar hukum yang dicantumkan hanya yang berkaitan langsung dengan substansi
1 aran vang diatur;
fue vl agar disempurnakan menjadi “KETENTUAN PENUTUP”.
at cato penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupat agar mengacu pada
jndi g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
‘nda. gan sebagaimana telah diubah dengan 'Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

ntan " n Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentwkan
eratu:. ‘ng-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
20" tent..  embentukan Produk Hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan
Pe. ran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Per. ran Menteri Dalam ! Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukv Do 4,
3. Sehubv noan hal tersebut diatas, agar saudara segera menyempurnakan
rancanga. ‘imaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian q

an. GUBERNUR ACEH
708EKRETARI$ DAERAH?\

& TAQWAEJ,AH, M.Kes
“PEMEINA UTAMA

NIP“ 19640504 199703 1 002

Tembusan;

1.
2.

(-ubernur Aceh (Sebagal Lag
DPRK Aceh Bar;
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